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 Kepemimpinan adat semende memiliki ciri khas tersendiri, terutama dalam 
kepemimpinan adat yang diterapkan dalam keluarga yang di sebut dengan Meraje 
yang diartikan sebagai Raja atau Pemimpin dalam kerajaan. Meraje adalah setiap 
adik atau kakak laki-laki tertua dari keluarga sebelah jalur ibu. Meraje memiliki 
hak dan wewenang mengontrol, mengendalikan, dan menghakimi peran yang di 
mainkan tunggu tubang itu sendiri. Meraje juga memiliki peran penting sebagai 
penerus keturunan dan juga penting sebagai penjaga adat supaya tetap lestari.  
 Permasalah dalam skripsi ini adalah bagaimana Peran  Kepemimpinan 
Meraje Dalam Sistem Adat Semende di Desa Pagar Agung dan Bagaimana 
Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Kepemimpinan Meraje Dalam Sistem 
Adat Semende di Desa Pagar Agung. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui Peran  Kepemimpinan Meraje Dalam Sistem Adat Semende di Desa 
Pagar Agung dan Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Kepemimpinan Meraje 
Dalam Sistem Adat Semende di Desa Pagar Agung. Metode dalam penelitian ini 
adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) yang 
bersifat deskriptif analisis, sumber data yang dikumpulkan adalah data primer 
yang di ambil dari sejumlah responder yang terdiri dari masyarakat desa Pagar 
Agung. Metode pengumpulan data yaitu menggunakan metode Wawancara dan 
Dokumentasi.  
 Hasil dari penelitian ini yaitu kepemimpinan adat semende yang berlaku di 
desa Pagar Agung masih kental dengan adat dan menjunjung tinggi peran meraje, 
yang mana meraje baik itu kakak atau adik dari sebelah ibu sangat dijunjung 
tinggi. Tunggu tubang di masyarakat adat semende tidak sekedar sebagai bentuk 
identitas yang perlu mereka pertahankan, akan tetapi di balik itu semua terselip 
kepentingan bagi laki-laki (meraje) untuk tetap mempertahankan dan menguatkan 
kekuasaannya. Hal ini menunjukan bahwa perempuan yang diposisikan sebagai 
tunggu tubang tidaklah memiliki kekuasaan sebagaimana yang terlihat. Dengan 
kata lain pemberian hak kepada perempuan dalam tunggu tubang tersebut hanya 
untuk menguasai dan memanfaatkan harta warisan saja. Pemberian peran kepada 
perempuan tunggu tubang berimplikasi pada kekuasaan yang disandang oleh 
kaum perempuan, akan tetapi justru terjadi penguat kekuasaan bagi kaum laki-
lakinya (meraje). Dalam perspektif fiqh siyasah menegakan kepemimpinan 
merupakan salah satu kewajiban paling agung dalam agama terutama bagi kaum 
laki-laki, sebab manusia butuh saling membantu satu sama lain. Dalam kondisi 
seperti ini, peran meraje sangat penting demi terwujudnya maslahat dan 













                                    
                                    
                                 
  
“Nabi mereka mengatakan kepada mereka: "Sesungguhnya Allah telah 
mengangkat Thalut menjadi rajamu." mereka menjawab: "Bagaimana Thalut 
memerintah Kami, Padahal Kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan 
daripadanya, sedang diapun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak?" Nabi 
(mereka) berkata: "Sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan 
menganugerahinya ilmu yang Luas dan tubuh yang perkasa." Allah memberikan 
pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan Allah Maha Luas 
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A. Penegasan Judul 
Sebelum memasuki pokok pembahasan, penulis menganggap perlu 
menjelaskan beberapa istilah yang terdapat pada judul ini. Judul merupakan 
salah satu bagian penting, dan mutlak kegunaannya dalam semua bentuk 
tulisan atau karangan, karena judul sebagian pemberi arah sekaligus dapat 
memberikan gambaran isi yang terkandung di dalamnya adapun judul skripsi 
yang dibahas adalah “PERAN KEPEMIMPINAN MERAJE DALAM 
SISTEM ADAT SEMENDE PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi pada 
Masyarakat Adat Desa Pagar Agung Kecamatan Pulau Panggung 
Kabupaten Muara Enim)”. Adapun beberapa hal penting yang perlu 
dijelaskan sehubungan dengan judul tersebut antara lain:  
1. Peran menurut “Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “seperangkat 




2. Kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang lain, 




3. Meraje (mama‟an) adalah setiap adik atau kakak laki-laki tertua dari 
keluarga sebelah jalur ibu, yang memiliki hak dan wewenang mengontrol, 
                                                             
1
Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pusat Bahasa Edisi Keempat. Dapartemen Pendidikan 
Nasional (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h.  
2




mengendalikan, dan menghakimi peran yang dimainkan tunggu tubang  itu 
sendiri. Meraje juga  memiliki peran penting sebagai penerus keturunan dan 
juga penting sebagai  penjaga adat supaya tetap lestari. 
4. Sistem adat semende mempunyai ciri khas tersendiri dalam kepemimpinan. 
Dalam adat semende berlaku sistem kekerabatan yang bersifat keibuan 
(Matrilineal), dimana pada masyarakatnya lebih mengutamakan keturunan 
menurut garis wanita, yang anak perempuan tertua dijadikan sebagai 
Tunggu Tubang (penunggu harta peninggalan orang tua yang tidak dapat 
terbagi-bagi). 
5. Perspektif adalah sudut pandang atau pandangan.  
6. Fiqh Siyasah adalah ilmu yang dikembangkan menjadi sebuah pengetahuan 
yang membicarakan politik dan bernegara (hukum tata negara).
3
 Fiqh 
siyasah juga yaitu ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas 
tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya 
dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan dan 
kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan 
ajaran agama Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan 
menghindarkannya dari berbagai kemudaratan  yang mungkin timbul dalam 





                                                             
3
Beni Ahmad Saebani, fiqh siyasah pengantar ilmu fiqh islam (Bandung: Pustaka Setia, 
(2007), h. 13. 
4
Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada. Fiqh Siyasah.(PT Gelora Aksara Pratama), h. 11 
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Dari penjelasan judul diatas, bahwa  judul skripsi yang saya maksudkan 
adalah menyelidiki dan membahas secara mendalam tentang “PERAN 
KEPEMIMPINAN MERAJE DALAM SISTEM ADAT SEMENDE 
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Study pada Masyarakat Adat Desa Pagar 
Agung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Muara Enim)” yaitu bagaimana 
pandangan Fiqh Siyasah terhadap cara memimpin di dalam sistem adat 
semende di mana adat tersebut menganut sistem Matrilineal yang mengikuti 
garis keturunan ibu. Dalam suatu keluarga, kedudukan tertinggi berada pada 
anak laki-laki tertua di sebut Meraje. 
 
B. Alasan Memilih Judul 
Adapun alasan penulis memilih judul tentang Peran Kepemimpinan 
Meraje Dalam Sistem Adat Semende Perspektif Fiqh Siyasah (Study Pada 
Masyarakat Adat Desa Pagar Agung Kecamatan  Pulau Panggung Kabupaten 
Muara Enim) adalah sebagai berikut: 
1. Alasan Objektif 
a. Ingin mengetahui bagaimana peran kepemimpinan seorang Meraje dalam 
sistem adat semende dalam membimbing, mengawasi tunggu tubang dan 
menjadi tumpuan keluarga besar atas segala sesuatu yang terjadi baik hal 
buruk ataupun sebaliknya.  
b. Dalam Permasalahan yang diteliti sangat relevan untuk dibahas karena 
kurangnya pemahaman tentang apa arti meraje dalam adat semende dan 




2. Alasan Subjektif  
a. Tersedianya literatur yang menunjang penulis dalam usaha 
menyelesaikan skripsi ini guna mendapatkan gelar S.H. 
b. Untuk menambah wawasan adanya meraje dalam adat semende bagi  
pembaca atau mahasiswa khususnya di UIN Raden Intan Lampung.  
c. Sepanjang sepengetahuan penulis belum ada yang membahasnya, 
khususnya di Fakultas Syari‟ah Universitas Negeri Raden Intan 
Lampung.  
 
C. Latar Belakang Masalah 
Semende adalah suku yang berasal dari Provinsi Sumatra Selatan 
Kabupaten Muara Enim. pada suku semende terdapat suatu struktur organisasi 
atau lembaga adat yang sampai saat ini masih dijunjung tinggi oleh 
masyarakatnya yaitu adat  Bemeraje Anak Belai  ini ada dua unsur yang sangat 
berkaitan dan berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya yaitu unsur 




Dalam  Peran  meraje ini memiliki aspek dinamis dari kedudukan atau 
status, yang mana seorang meraje disini tidak dipilih maupun memilih akan 
tetapi dipilih langsung melalui jalur otomatis yaitu baik kakak ataupun adik 
laki-laki tertua dari jalur ibu adalah meraje. Seseorang melakukan hak dan 
kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peranan. Peran biasa juga 
                                                             
5
Dzulfikriddin, Kepemimpinan Meraje Dalam Masyarakat Adat Semende dan 
Kesesuaiannya Dengan Kepemimpinanan Dalam Islam. ( Palembang: Pustaka Auliya, 2001), h.19 
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disandingkan dengan fungsi, peran dan status tidak dapat dipisahkan. Tidak ada 
peran tanpa kedudukan atau status, begitu pula tidak ada status tanpa peran. 
Setiap orang mempunyai bermacam-macam peran yang dijalankan dalam 
pergaulan hidupnya di masyarakat. 
Dalam kepemimpinan meraje (mama‟an) mempunyai peran yang sesuai 
dengan hukum adat semende yaitu memimpin musyawarah, menetapkan 
Tunggu Tubang, menjadi juru bicara (besuare), membimbing dan mengawasi 
para anak belai, memberi hukuman atau sanksi, mengawasi harta pusaka dan 
mencarikan jodoh. Dalam musyawarah keluarga, seperti apabila ingin 
mengadakan acara upacara pernikahan, meraje duduk paling tengah dan setiap  
pendapatnya menjadi pegangan utama dalam mengambil keputusan. Sebelum 
Meraje datang musyawarah belum dapat dimulai, kecuali atas izinnya. Apabila 
terjadi perselisihan dalam keluarga, maka hanya meraje yang berhak mengadili 
dan menyelesaikan perselisihan itu. Meraje dijadikan sebagai tumpuan 




Kepemimpinan dalam wacana fiqh siyasah, kata imamah biasanya 
identik dengan khilafah. Keduanya menunjukan pengertian tertinggi dalam 
negara Islam. Hanya saja terdapat perbedaan mendasar antara kedua aliran ini 
dalam memahami aliran imamah. Kelompok syi‟ah memandang bahwa 
imamah merupakan bagian dari prinsip ajaran agama, sedangkan sunni tidak 
memandang demikian. Meskipun begitu, beberapa pemikiran sunni 
menggunakan terminologi imamah untuk pembahasan tentang khalifah. Salah 
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satunya dari Abu al-Hasan al-Mawardi yaitu kepemimpinan bertugas sebagai 
pengganti kenabian dalam melindungi agama dan mengatur kemaslahatan 
hidup.
7
 Begitupun kepemimpinan dalam adat semende, meraje mempunyai hak 
dalam melindungi keluarga demi terwujudnya maslahat dan tercegahnya 
mereka dari kerusakan adat. 
Hal diatas merupakan suatu sikap sekaligus peran yang harus dijalankan 
oleh seorang pemimpin. Pemimpin sejati adalah pemimpin yang dapat menjadi 
suri tauladan yang baik bagi rakyatnya. Menjadi seorang pemimpin yang adil 
dan bijaksana adalah sebuah amanah dan harus bertanggung jawab atas apa 
yang dipimpinnya. Tanggung jawab merupakan kesediaan dasariah untuk 
melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya.
8
 Menjadi seorang pemimpin 
merupakan sebuah amanah yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban 
baik oleh orang yang mengangkatnya maupun di hadapan Allah SWT. Ketika 
seorang pemimpin menyadari bahwa dirinya ialah seorang panutan rakyat dan 
bagian dari rakyat, maka ia akan merasa bahwa dirinya adalah pelayan yang 
bekerja untuk rakyat, berdiri di atas untuk semua golongan tanpa melihat suku, 
dan warna. Walaupun seorang pemimpin  di angkat dari kalangan tertentu, 




Oleh sebab itu, baik tunggu tubang (anak perempuan tertua yang 
memegang warisan), lebu jurai ( kakak atau adek laki-laki dari buyut tunggu 
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tubang), jenang jurai (kakek dari pihak ibu), payung jurai (mamak kepala 
waris), apit jurai (seluruh keluarga baik pihak laki-laki meraje (mama,an) atau 
dari pihak perempuan anak belai) harus patuh terhadap pimpinan meraje. 
Seperti di jelaskan dalam Q.S An-Nisa‟Ayat 59 yang berbunyi: 
                      
                            
      
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Taatilah Rasul 
(Nya), dan ulil amri di antara kamu, kemudian jika kamu berlainan 
pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan ia kepada Allah (Al-
Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman 
kepada Alllah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama 
(bagimu) dan lebih baik akibatnya.  QS An-Nisa ayat 59. 
   
Ayat diatas jelaslah sudah bahwasannya kita harus taat kepada 
pemimpin sepanjang pemimpin tidak menyuruh berbuat kemaksiatan. Dalam 
perspektif fiqh siyasah menegakan kepemimpinan merupakan salah satu 
kewajiban paling agung dalam agama terutama bagi kaum laki-laki, sebab 
manusia butuh saling membantu satu sama lain. Dalam kondisi seperti ini, 
peran meraje sangat penting demi terwujudnya maslahat dan tercegahnya 
mereka dari kerusakan adat. 
Kepemimpinan adat semende yang berlaku di desa Pagar Agung 
memang masih kental dengan adat akan tetapi dalam  menjunjung tinggi peran 
meraje belum sesuai dengan tutuan adat, yang mana meraje baik itu kakak atau 
adik dari sebelah ibu sangat di junjung tinggi. Tunggu tubang di masyarakat 
adat semende tidak sekedar sebagai bentuk identitas yang perlu mereka 
pertahankan, akan tetapi di balik itu semua terselip kepentingan bagi laki-laki 
8 
 
(meraje) untuk tetap mempertahankan dan menguatkan kekuasaannya. Hal ini 
menunjukan bahwa perempuan yang diposisikan sebagai tunggu tubang  
tidaklah memiliki kekuasaan sebagaimana yang terlihat. Dengan kata lain 
pemberian hak kepada perempuan dalam tunggu tubang tersebut hanya untuk 
menguasai dan memanfaatkan harta warisan saja. Pemberian peran kepada 
perempuan tunggu tubang berimplikasi pada kekuasaan yang disandang oleh 
kaum perempuan, akan tetapi justru terjadi penguat kekuasaan bagi kaum laki-
lakinya (meraje). 
Berdasarkan pembahasan diatas dapat diketahui bahawa sistem 
kepemimpinan meraje dalam adat semende menganut dasar keturunan ibu 
(matrilineal), dimana pada masyarakatnya lebih mengutamakan keturunan 
menurut garis wanita, yang anak perempuan tertua dijadikan sebagai Tunggu 
Tubang  (penunggu harta peninggalan orang tua yang tidak dapat terbagi-bagi). 
Sementara kepemimpinan yang ditinjau dari fiqh siyasah tidak memberikan 
batasan bahkan memberikan peluang yang sebesar-besarnya asalkan memenuhi 
syarat yang sesuai dengan ajaran Islam. Maka dari itu peneliti ingin 
mengetahui dan meneliti lebih lanjut mengenai Peran Kepemimpinan Meraje 
Dalam Sistem Adat Semende dalam Perspektif Fiqh Siyasah di Desa Pagar 
Agung Kec. Pulau Panggung Kab. Muara Enim. 
 
D. Fokus Penelitian 
Dari penjelasan latar belakang masalah diatas, fokus penelitian dalam 
skripsi ini menurut Lexy J Moleong mengungkapkan tujuan fokus penelitian 
9 
 
adalah untuk membatasi studi secara efektif dan menyaring informasi.
10
Dalam 
skripsi ini penelitian berfokus pada Kepemimpinan Meraje Dalam Sistem Adat 
Semende di Desa Pagar Agung dan Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran 
Kepemimpinan Meraje Dalam Adat Semende. 
E. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang 
akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:  
1. Bagaimana Peran  Kepemimpinan Meraje Dalam Sistem Adat Semende di 
Desa Pagar Agung? 
2. Bagaimana Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Kepemimpinan Meraje 
Dalam Sistem Adat Semende di Desa Pagar Agung? 
 
F. Tujuan Penelitian 
Dalam setiap penelitian yang dilakukan memiliki tujuan tersendiri agar 
mendapatkan hasil yang baik dalam pencapaian yang berkaitan langsung 
maupun tidak langsung dalam menunjukan hasil penelitian tersebut. Adapun 
tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu: 
1. Untuk mengetahui Bagaimana Peran  Kepemimpinan Meraje Dalam Sistem 
Adat Semende di Desa Pagar Agung. 
2. Untuk mengenganalisis perspektif Fiqh Siyasah terhadap Peran  
Kepemimpinan Meraje dalam Sistem Adat Semende di Desa Pagar Agung. 
 
G. Signifikasi Penelitian 
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Adapun signifikansi yang diharapkan pada penelitian ini adalah:  
1. Secara teoritis: penelitian ini diharap  kan agar dapat memberikan wawasan 
bagi pembaca mengenai peran dalam kepemimpinan meraje, yang berkaitan 
dengan sistem adat semende di desa Pagar Agung, dan dapat dipelajari 
dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum  khususnya Hukum Tata 
Negara (siyasah syar’iyyah) dan UIN Raden Intan Lampung.  
2. Secara praktis:  dalam penelitian ini diharapkan agar mempunyai hasil yang 
positif bagi para pembaca dan membuka cakrawala pemikiran khususnya 
bagi pembaca pada umumnya yaitu tentang Peran Kepemimpinan Meraje 
dalam Sistem Adat Semende di Desa Pagar Agung dan memberikan 
informasi dan masukan kepada peneliti lain serta menjadi sumbangan 
pemikiran dalam melakukan penelitian dalam bidang ini.  
 
H. Metode Penelitian  
Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian itu 
dilaksanakan.
11
 Metode yang diambil dalam meneliti yaitu suatu langkah yang 
dilakukan oleh peneliti dalam melakukan proses suatu penelitian yang 
berkaitan dengan karya ilmiah yang terbentuk menjadi satu ilmu pengetahuan, 
sehingga metodologi merupakan yang pada hakikatnya memberikan pedoman 
atau tuntutan, tentang cara seorang peneliti dalam mempelajari, menganalisa, 
dan memahami suatu situasi yang akan dialaminya atau dihadapinya.  
Sebagaimana metodologi yang dimaksud oleh Robert Bogdan dan 
Steven J. Taylor : “... the process, principles, and procedures by which we 
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approach problems and seek answesrs. In the social sciences the term applies 
to how one conducts research.
12
 
Sehingga dalam pandangan penulis yang di maksud oleh oleh Robert 
Bogdan dan Steven J. Taylor yaitu metodologi merupakan suatu langkah yang 
mempunyai proses dasar dan berprosedur melalui pendekatan suatu 
permasalahan dan kemudian langkah selanjutnya yaitu mencari suatu jawaban 
yang berhubungan dengan permasalahan tersebut.  
Kemudian dijelaskan kembali oleh Soerjono Soekanto bahwa 
metodologi merupakan suatu unsur  yang mutlak dan harus ada di dalam suatu 
penelitian dalam pengembangan suatu ilmu pengetahuan,
13
 sehingga metode 
yang digunakan dalam suatu penelitian kualitatif yang bersifat pendekatan 
deskriptif analisis, sehingga dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-
metode sebagai berikut: 
1. Jenis  dan Sifat Penelitian 
a. Jenis Penelitian 
Ditinjau dari tempat penelitiannya, jenis penelitian ini adalah 
penelitian  (field  research), yaitu penelitian yang langsung dilakukan 
di lapangan atau pada responder,
14
 yang bertujuan untuk mengumpulkan 
data atau infosrmasi dengan bantuan macam-macam material yang dapat 
yang terdapat di ruang yang berkaitan dengan pustaka seperti buku, 
naskah, dokumen yang berkaitan  dengan jurnal atau lainnya. Jadi penulis 
akan melakukan penelitian langsung terjun kemasyarakat dan 
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mengekspresikan diri dan melakukan objek penelitian tersebut dan 
mengumpulkan suatu data atau informasi dengan wawancara dan 
pendataan yang berkaitan dengan lapangan di Desa Pagar Agung Kec. 
Pulau Panggung Kab. Muara Enim.  
b. Sifat Penelitian 
Ditinjau dari sifatnya, sifat penelitian yang digunakan adalah 
deskriptif analisis yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan 
data-data yang disusun, dijelaskan, dipresentasikan dan disimpulkan.
15
 
Sedangkan jika dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian 
deskriptif analitis, yang artinya penelitian yang menggambarkan objek 
tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan 
secara sistematis fakta-fakta atau  karakteristik populasi tertentu, dalam 
bidang tertentu secara faktual dan cermat.
16
 
2. Sumber Data 
a. Data Primer  
Data primer adalah data yang mempunyai kaitan langsung dari 
tempat penelitian. Sumber data primer ini diperoleh langsung dari hasil 
wawancara (interview), buku-buku fiqh siyasah, Al-Qur‟an dan As-
sunnah yang ditulis oleh para ahli. Wawancara dengan sekelompok 
warga yang ada di Desa Pagar Agung dan wawancara langsung dengan 
warga yang berperan sebagai Meraje, agar dapat memberikan keterangan 
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langsung tentang sejarah kepemimpinan Meraje dalam sistem adat 
semende. 
b. Data Sekunder   
Data sekunder adalah sumber pengumpulan data yang dilakukan 
untuk mendukung sumber data primer yang berupa buku, dokumen yang 
resmi, artikel, hasil penelitian, makalah, serta jurnal-jurnal dan dokumen-
dokumen penting lainnya. Sedangkan data sekunder menurut 
Abdurahman Fatoni adalah data yang sudah jadi biasanya telah tersusun 




c. Data Tersier 
Sumber data tersier ialah sumber yang kegunaannya untuk 
memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan-bahan data 
primer dan sekunder. Kemudian cara pencarian data-data ini dengan 
menggunakan sumber dari kamus, internet, daftar bacaan, katalog 
perpustakaan, dan sebagainya yang berkenaan dengan judul penulis. 
18
 
3. Metode Pengumpulan Data 
Dalam penulisan skripsi ini prosedur yang digunakan yaitu metode 
pengumpulan data serta mengambil dari sejumlah responder yang berperan 
sebagai Meraje yang terdiri dari masyarakat desa Pagar Agung itu sendiri, 
Metode pengumpulan data menggunakan metode Wawancara dan 
Dokumentasi. Adapun rincian masing-masing sumber sebagai berikut: 
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a. Metode Wawancara (Interview) 
Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, 
melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang 
lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan 
tertentu. Wawancara secara garis besar dibagi dua, yakni wawancara tak 
terstruktur dan wawancara terstruktur. Wawancara tak terstruktur sering 
juga disebut wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara 
kualitatif, dan wawancara terbuka (open ended interview), wawancara 
etnografis; sedangkan wawancara terstruktur sering juga disebut 
wawancara baku, yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan 
sebelumnya (biasanya tertulis) dengan pilihan-pilihan jawaban yang 
sudah disediakan.
19
 Metode wawancara pada Desa Pagar Agung 
menggunakan wawancara tak terstruktur karena wawancara yang 
dilakukan secara terbuka dan berbentuk komunikasi langsung antara 
peneliti dan responden. 
b. Observasi 
Observasi merupakan salah satu metode utama dalam penelitian 
terutama sekali penelitian (kualitatif). Observasi merupakan metode 
pengumpulan data yang paling alamiah dan paling banyak digunakan 
tidak hanya dalam dunia keilmuan, tetapi juga dalam berbagai aktifitas 
kehidupan. Secara umum obsevasi berarti pengamatan, mengamati dan 
mendengar dalam rangka memahami dan  mencari jawaban.
20
 
4. Metode Dokumentasi 
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Metode dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk 
menyediakan dokumen-dokumen yang menggunkan bukti yang akurat dari 
pencatatan sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan, buku, 
undang-undang dan sebagainya.
21
 Dalam penelitian ini peneliti 
menggunakan pokok masalah berupa data-data dari Desa Pagar Agung yang 
terkait dengan pokok masalah yang peneliti ambil. 
5. Populasi dan Sampel 
a. Populasi 
Populasi yaitu semua unit yang akan diteliti dan karakteristik 
tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas sehingga 
dapat penulis ambil kesimpulan secara umum, atau seluruh objek yang 
menjadi fokus penelitian. 
22
Adapun populasi dalam suatu penelitian ini 
terdapat pada seluruh masyarakat Desa Pagar Agung Kec. Pulau 
Panggung Kab. Muara Enim yang berjumlah 858 jiwa.  
b. Sampel 
Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. 
Dalam suatu penelitian, pada umumnya observasi dilakukan tidak 
terhadap populasi, akan tetapi dilaksanakan pada sampel. Pengambilan 
sampel sebagai salah satu langkah dalam penelitian penting artinya, 
karena kesimpulan penelitian pada dasarnya adalah generalisasi dari 
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 Dalam penelitian ini tehnik pengambilan  
sampel menggunakan metode purposive sampling, yaitu untuk memilih 
responden yang benar-benar tepat, relevan dan kompeten dengan masalah 
yang dipecahkan. Adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini 
adalah 10 orang, yang mana 10 orang tersebut memang benar-benar 
menjabat sebagai Meraje sehingga observasi yang dilakukan agar tepat 
pada tujuan. 
6. Pengelolaan Data 
Setelah semua data terkumpul sesuai dengan kebutuhan yang telah 
ditentukan, maka langkah selanjutnya yaitu pemeriksaan data dengan cara 
pengecekan atau pengoreksian data yang diperoleh di lapangan dianalisa 
dengan menggunakan teknik analisa kualitatif. Setelah itu melakukan teknik 
Editing yaitu digunakan untuk meneliti kembali data yang sudah terkumpul 
baik itu berupa kelengkapan jawaban atau kekeliruan yang akan diperbaiki 
serta untuk melihat kejelasan dan kesempurnaan penulisan sesuai dengan 
tujuan penelitian ini. Rekontruksi Data (reconstrucing) yaitu menyusun 
ulang secara teratur, berurutan logis sehingga mudah dipahami sesuai 
permasalahan kemudian ditarik kesimpulan sebagian tahap akhir dalam 
proses penelitian.
24
 Setelah tahap Rekontruksi Data selesai maka tahap 
selanjutnya adalah interpretasi data. Teknik ini digunakan oleh penulis 
untuk memberi penjelasan data yang diperoleh sehingga mudah dalam 
memakainya. Sehingga dapat mencari gambaran yang sistematis, faktual 
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dan aktual mengenai fakta-fakta yang terkait dengan Peran Kepemimpinan 
Meraje dalam Sistem Adat semende di Desa Pagar  Agung. 
7. Metode Analisa Data 
Analisis data merupakan kegiatan setelah data terkumpul. Kegiatan 
dalam analisis data adalah mengelompokan data berdasarkan variabel dan 
jenis responden berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan 
data dari tiap variabel yang diteliti.
25
Maka analisisnya bersifat diskriptif 
kualitatif, selanjutnya analisa yang dilakukan akan ditarik kesimpulan 
terakhir guna memberikan jawaban terhadap masalah yang berkaitan Peran 
Kepemimpinan Meraje Dalam Sistem Adat Semende Perspektif Fiqh 
Siyasah. Setelah semua data terkumpul penulis menyimpulkan dari seluruh 
pembahasan dengan cara berfikir indukatif, yaitu dimulai dari kata yang 
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A. Kajian Teori 
1. Pengertian Fiqh Siyasah 
Kata fiqh berasal dari fuqaha-yafqahu-fiqhan. Secara bahasa 
pengertian pengertian fiqh siyasah adalah “paham yang mendalam”. Fiqh 
secara etimologi adalah keterangan tentang pengertian atau pemahaman dari 
maksud ucapan pembicara atau paham yang mendalam terhadap maksud-
maksud perkataan dan perbuatan.
26
 Secara terminologis fiqh adalah 
pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara’ mengenai 
perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang fashil (terperinci, yakni 




Kata siyasah  yang berasal dari kata sasa, yang berarti mengatur, 
mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuat 
kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan 
siyasah adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan  atas 
sesuatu yang bersifat politik untuk mencangkup sesuatu.
28
 Siyasah menurut 
bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu mengatur, mengurus, 
memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan, dan 
politik. Siyasah secara terminologis dalam lisan al-arab adalah mengatur 
atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. 
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Fiqh siyasah merupakan kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata 
yakni fiqh dan siyasah. Secara etimologi, fiqh merupakan bentuk masdhar 
(gerund) dari tashrifan kata faqiha-yafqahu-fiqhan yang berarti pemahaman 
yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan 
atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminology, fiqh lebih popular 
lebih didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara yang bersifat 
perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinici.
29
 Sementara asal 
siyasah tedapat tiga pendapat: 
a. Sebagaimana yang dianut al-Maqrizy menyatakan, berasal dari bahasa 
mongol, yakni dari kata yasah yang mendapat imbuhan huruf sin berbaris 
kasrah diawalnya sehingga di baca siyasah.  
b. Sedangkan Ibnu Tahgri Birdi, siyasah berasal dari tiga campuran bahasa, 
yakni bahasa persia, turki dan mongol. 
c. Dan Ibnu Manzur menyatakan, siyasah berasal dari bahasa arab, yakni 
bentuk masdar dari tafsiran kata sasa-yasusu-siyasatun, yang semula 
berarti mengatur, memelihara, atau melatih bintang, khususnya kuda. 
Sejalan dengan makna yang disebut terakhir ini, seseorang yang 
profesinya sebagai pemelihara kuda.
30
 
Sedangkan secara terminologis banyak definisi siyasah yang 
dikemukakan oleh para yuridis Islam. Menurut Abu al-Wafa Ibn „Aqil, 
siyasah adalah suatu tindakan yang dapat mengantar rakyat lebih dekat 
kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendatipun Rasulullah 
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tidak menetapkannnya dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk 
mengaturnya. Dalam redaksi yang berbeda Husain Fauzy al-Najjar 
mendefinisikan siyasah sebagai suatu pengaturan kepentingan dan 
pemeliharaan kemaslahatan rakyat serta pengambilan kebijakan (yang tepat) 
demi menjamin terciptanya kebaikan demi mereka. Dan definisi yang paling 
singkat menurut Ibnu Manzhur tentang siyasah adalah mengatur sesuatu 
dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.
31
Ibn Farhun menjelaskan 
bahwa pada asalnya ada dua jenis siyasah, yaitu siyasah dzalimah yang 
diharamkan syara’ dan siyasah adilah yang menegakkan kebenaran, 
menolak berbagai kejahatan, kerusakan dan mewujudkan tercapainya tujuan 
syariat. Syara’ berkewajiban untuk merujuk pada siyasah adilah dan 
menjadikannya sebagai sandaran dalam menegakkan kebenaran. 
32
Dari 
uraian tentang fiqh dan siyasah maka dapat ditarik kesimpulan yakni fiqh 
siyasah adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara 
bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada. 
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah 
Dalam menentukan ruang lingkup kajian Fiqh Siyasah terjadi 
perbedaan pendapat para ulama. Di antaranya ada yang membagi menjadi 
lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang 
pembahasan. Bahkan sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian 
Fiqh Siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang siyasah  
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dusturiyyah (peraturan perundang-undangan), siyasah maliyyah (ekonomi 
dan moneter), siyasah qadha’iyyah (peradilan), siyasah harbiyah (hukum 
perang) dan siyasah idariyyah (administrasi negara). 
33
  
Adapun Imam Ibn Taimiyyah, meringkasnya menjadi empat bidang 
kajian yaitu: 
a. siyasah qadha’iyyah (peradilan),  
b. siyasah harbiyah (hukum perang)  
c. siyasah idariyyah (administrasi negara), dan  
d. siyasah dauliyyah/siyasah khajiyyah (hubungan internasional).34  
Sementara Abd al-Wahhab Khalifah di dalam kitabnya yang  
berjudul al- Siyasah al-Syar’iyyah lebih mempersempitnya menjadi tiga 




Berbeda dengan tiga pemikir di atas, salah satu ulama termuka di 
Indonesia T.M Hasbi Ash-Shiddieqy malah membagi ruang lingkup menjadi 
delapan bidang, yaitu: 
a. Siyasah Dusturiyyah (Politik Pembuatan Perundang-Undangan). 
b. Siyasah Tasyri’iyyah Syar’iyyah (Politik Hukum). 
c. Siyasah Qadhhaiyyah (Politik Perdadilan). 
d. Siyasah Maliyyah Syar;iyyah (Politik Ekonomi dan Moneter). 
e. Siyasah Idariyyah Syar’iyyah (Politik Administrasi Negara). 
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f. Siyasah Duliyyah/siyasah Kharijiyyah Syar;iyyah ( Politik Hubungan 
Internasional). 
g. Siyasah Tanfidziyyah Syar’iyyah (Politik Pelaksaan Perundang-
undangan). 
h. Siyasah Harbiyyah Syar’iyyah (Politik Peperangan). 
Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian fiqh siyasah 
dapat disederhanakan menjadi tiga pokok yaitu : 
a. Politik Perundang-Undangan (siyasah dusturiyyah).  
Bagian ini meliputi bagian pengkajian tentang penetapan hukum 
(tasyr’iyyah) oleh lembaga legislatif, peradilan (qhadaiyyah) oleh 
lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (idariyyah) oleh 
birokrasi atau eksekutif.  
b. Politik Luar Negeri (siyasah dauliyyah/siyasah kharajiyyah).  
Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antar warga negara 
yang Muslim dengan warga negara non- Muslim yang berbeda 
kebangsaan (al-siyasah al- duali al-amn) atau disebut juga dengan 
hubungan internasional. Hukum perdata internasional  menyangkut 
permasalahan jual beli, perjanjian, perikatan, dan utang piutang  yang 
dilakukan warga negara Muslim dengan warga negara lain. Adapun 
hubungan internasional megatur antar lain politik kebijakan negara 
Islam dalam masa damai dan perang. Hubungan dalam masa damai 
menyangkut tentang kebijaksanaan negara mengangkat dua dan konsul, 
hak-hak istimewa mereka, tugas dan kewajiban-kewajibannya. 
23 
 
Sedangkan  dalam masa perang (siyasah harbiyyah) menyangkut antara 
lain tentang dasar-dasar diizinkannya berperang, pengumuman perang, 
etika berperang, tawanan perang, dan gencatan senjata.  
c. Politik Keuangan dan Moneter (siyasah maliyyah)  
Antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos 
pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, 
kepentingan/hak-hak publik, pajak, dan perbankan.
36
  
3. Pengertian Kepemimpinan Menurut Fiqh Siyasah 
Kepemimpinan menurut Haiman adalah suatu proses di mana 
seorang memimpin, membimbing, mempengaruhi pikiran perasaan, atau 
tingkah laku orang lain.
37
 Dalam pengertian kepemimpinan banyak yang  
mendefinisikan tentang konsep kepemimpinan ini. Kepemimpinan adalah 
kemampuan seseorang (yaitu pemimpin) untuk mempengaruhi orang lain 
(pengikut-pengikutnya) sehingga orang lain bertingkah laku sebagaimana 
pemberani berperang. 
38
 Kepemimpinan dari segi Bahasa, berasal dari kata 
leardership (Kepemimpinan). Kajian kepemimpinan berdasarkan pada teori 
sifat. Teori ini hanya mencari sifat-sifat kepribadian, sosial, fisik atau 
intelaktual yang membedakan antara pemimpin dan bukan pemimpin, bisa 
diartikan kepemimpinan itu dibawa sejak lahir atau bakat bawaan.   
Kepemimpinan menurut istilah yang umum dapat diartikan sebagai 
suatu kegiatan yang mempengaruhi orang-orang agar bekerjasama untuk 
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mencapai suatu tujuan yang mereka inginkan.
39
 Kepemimpinan dapat  
didefinisikan sebagai suatu proses untuk mengarahkan dan mempengaruhi 
aktivitas yang berhubungan dengan penguasa dan anggota dalam rangka 
mencapai tujuan kelompok. Istilah kepemimpinan dalam hukum islam ada 
beberapa yang digunakan, yaitu khilafah, imamah, imarah, sultan, mulk, dan 
ri’asah. Setiap istilah ini mengandung arti secara umum. Namun istilah 
yang sering digunakan dalam konteks kepemimpinan kepemimpinan 
pemerintahan dan kenegaraan, yaitu khilafah, imamah, imarah. Oleh karena 




Dalam bahasa inggris pemimpin disebut leader, sedangkan 
kegiatannya disebut kepemimpinan atau akrab disebut dengan leadership. 
Pemimpin adalah seseorang yang memiliki kecakapan khusus, dengan atau 
tanpa pengangkatan remis dapat mempengaruhi kelompok yang 




Kata “siyasah” berasal dari kata sasa, berarti mengatur, mengurus 
dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. 
Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah 
mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas suatu yang bersifat 
 politis untuk mencakup sesuatu.  Fiqh siyasah berasal dari dua kata yakni 
fiqh dan siyasah. Menurut istilah  fiqh adalah “Ilmu atau pemahaman 
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tentang hukum-hukum syari‟at yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-
dalinya yang rinci (tafsili)”. Fiqh mencakup berbagai aspek kehidupan 
manusia. Di samping mencakup pembahasan tentang hubungan antar 
manusia dengan Tuhannya (ibadah), fiqh juga membicarakan aspek 
hubungan antara sesama manusia secara luas (muamalah).  
Ada beberapa ulama berpendapat mengenai masalah ketatanegaraan 
dalam Islam yang terdapat pada fiqh Siyasah. Diantaranya adalah Abdul 
Wahab Khalaf yang mendefinisikan siyasah sebagai peraturan perundang-
undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan 
serta mengatur keadaan.
42
 Dan Ibnu Taimiyah juga turut mendefinisikan  




Berdasarkan pengertian-pengertian di atas Siyasah merupakan salah  
satu aspek hukum Islam yang membicarakan peraturan dan pengurusan 
kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi 
manusia itu sendiri. Dalam Fiqh Siyasah ini, ulama mujtahid menggali 
sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung didalamnya dalam 
hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sebagai hasil 
penalaran kreatif, pemikiran para mujtahid tersebut tidak kebal terhadap 
perkembangan zaman dan sangat bersifat dadetable (masih bisa 
diperdebatkan) serta menerima perbedaan pendapat. Sebagai ilmu 
ketatanegaraan dalam fiqh siyasah antara lain membicarakan tentang siapa 
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sumber kekuasaan, siapa pelaksanaan kekuasaan, apa dasar kekuasaan, dan 
bagaimana pelaksanaan kekuasaan menjalankan kekuasaan yang berikan 
kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggung 
jawabkan kekuasaannya. 
Istilah pemimpin dalam bahasa Arab mempunyai beberapa istilah 
yaitu Imam, Khalifah, Amir, Malik, dan Sulthan. Kata kepemimpinan sendiri 
dalam Fiqh siyasah yaitu imamah dan Khalifah yang antara lain bertugas 
sebagai pengganti kebinaan dalam melindungi negara dan mengatur 
kemaslahatan hidup. Sekelompok ulama berpendapat status wajibnya 
mengangkat seorang pemimpin adalah berdasarkan akal kareana orang yang 
memiliki akal sehat tunduk kepada seorang pemimpin yang mencegah 




Dalam pandangan kepemimpinan terdapat tiga pandangan dalam 
memahami kata kepemimpinan. Pertama, posisi atau status tidak 
memusatkan perhatian yang ia miliki. Dalam pandangan Weber, sebuah 
prosedur hukum disebut otoritas hukum yang memusatkan perhatian hukum. 
Kedua, kepemimpinan tradisional yang didasarkan pada kepercayaan yang 
mapan memiliki tipe tentang kesucian lama. Dalam hal ini seorang 
pemimpin memiliki status yang ditentukan oleh adat-kebiasaan yang selalu 
dipraktekan oleh masyarakat didalam tradisi tertentu. Ketiga, kepemimpinan 
harus dari kemauan di dalam diri sendiri. 
45
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Dalam mempelajari ilmu Fiqh Siyasah ada beberapa metode sebagai 
acuan, antaranya ialah: 
a. Metode Ijtihad 
b. Pendekatan Qiyas 
c. Pendekatan Ijma‟ 
d. Pendekatan Istihsan 
e. Pendekatan Maslahah Mursalah 
f. Pendekatan Istishhab 
g. Pendekatan Urf (Hukum Adat). 
Dalam hal ini dikatakan bahwa teori kepemimpinan Islam mengacu 
pada semua metode diatas, dalam mengambil suatu kebijakan maupun 
mengambil kebijakan dan menghadapi suatu permasalahan. Metode 
pendekatan di atas yang mengacu pada beberapa metode yang menjadi dasar 
ataupun landasan berfikir dan bertindak seorang pemimpin dalam Islam 
lebih kepada tuntutan Al-Qur‟an dan As-Sunnah.  
Dalam fiqh siyasah dijelaskan bahwa terdapat empat unsur yang 
harus dipenuhi dalam kepemimpinan. Pertama, kedaulatan tertinggi ada di 
tangan Allah. Kedua, prinsip keadilan. Ketiga, prinsip persamaan 
(musawah). Keempat, prinsip musyawarah. 
46
 
a. Kedaulatan Tertinggi ditangan Allah SWT 
Al-Qur‟an menetapkan bahwa ketaatan, tidak boleh hanya 
ditunjukan  kepada Allah semata-mata dan umatnya juga wajib mengikuti 
                                                             
46
 Beni Ahamad Saebani, Fiqh Siyasah Teminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam 
Sejak Muhammad SAW. Hinga Al-Khulafa Al- rasyidin, Cetakan Kedua (Bandung CV Pustaka 
Setia, 2015), h. 123-126. 
28 
 
peraturan perundang-undangan-Nya ketaatan kepada Allah merupakan 
ketaatan pokok, dan ketaatan kepada Rasul-nya dan kemudian kepada 
Ulil Amri diantara orang-orang yang beriman, Selama Ulil Amri tersebut 
tidak memerintahkan kemaksiatan kepada Allah.  
Diterangkan dalam Al-Qur‟an surat An-Nisa ayat 59: 
                       
                        
               
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah 
Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu 
berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia 
kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu 
benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang 
demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.( 
QS: An-nisaa :59) 
 
b. Prinsip Keadilan 
Keadilan menjadi satu keniscayaan dalam organisasi maupun 
masyarakat, dan pemimpin sudah seharusnya mampu memperlakukan 
semua orang dengan adil, tidak berat sepihak dan juga tidak memihak. 
Dalam A-Qur‟an menjelaskan prinsip keadilan dalam Firman Allah Q,S 
Al-Maidah ayat 8:  
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                    
                      
              
Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-
orang yang selalu menegakan (kebenaran) karena Allah, 
menjadi  saksi  dengan adil, dan janganlah sekali-kali 
kebencianmu terhadap suatu  kaum, mendorong kamu untuk 
berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat 
kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya 
Allah maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q,S Al-
Maidah : 8). 
 
Hukum yang menjadi panutan masyarakat merupakan cita-cita 
sosial yan tidak pernah berhenti dikejar sampai akhir hayat, cita-cita 
sosial yang bersandar pada hukum, baik hukum yang merupakan norma 
sosial maupun norma hukum dalam ajaran agama yang dianut, dan 
hukum produk penguasa. Setiap keberadaan hukum tidak lepas dari 
tujuan dan harapan subjek hukum. Harapan-harapan dan ketentraman 
hidup tanpa batasan waktu.  
c. Prinsip Persamaan (Musawah) 
Semua warga negara memiliki persamaan hak-hak yang 
sempurna, tanpa memandang warna kulit, suku, bangsa, dan bahasa. 
Seperti Firman Allah dalam Q.S Al-Hujarat (49) : ayat 10:  
           
  
Artinya: Orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. 
Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua 
saudara itu dan takutkanlah terhadap Allah, supaya kamu 




Seperti hadist Rasulullah menjelaskan : 
 اْلُمْسلِمُ  أَُخو اْلُمْسلِمِ  ، لَ  يَْظلُِمهُ  َولَ  يُْسلُِمهُ 
Artinya: “Orang muslim itu adalah saudara muslim lainnya, ia tidak 
boleh berbuat aniaya terhadapnya dan tidak boleh pula 
menjerumuskannya.” (HR. Bukhari dan Muslim).
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 Hadis di atas secara jelas menyatakan bahwa larangan bagi setiap 
muslim untuk mendzalimi dan menjerumuskan saudaranya kepada 
keburukan. Hal itu karena orang-orang Islam adalah saudara seagama 
dan seiman. Oleh karena itu, agama mendorong umat Islam agar saling 
mencintai satu sama lain sebagai ia mencintai kepada dirinya sendiri. 
Begitupula, membenci apa yang dibenci saudaranya. Potret persaudaraan 
sesama muslim tersebut pernah dicontohkan oleh sahabat-sahabat nabi. 
Dua sahabat itu adalah kaum Muhajirin dan kaum Anshor. Kedua sahabat 
nabi ini saling mengasihi dan saling membantu. 
d. Prinsip Musyawarah 
Musyawarah bagi para pemimpin Negara dan para penguasa juga 
masyarakat merupakan tolak ukur dari dilaksanakannya sikap saling 
menghargai pendapat dan melepaskan diri dari sikap mengkalim 
kebeneran sendiri. Dengan musyawarah, kepentingan-kepentingan yang 
berbeda diarahkan kepada tujuan yang baik, hanya strategi yang 
dibutuhkan untuk mencapai ke yang lebih baik, sehingga musyawarah 
bukan melenyapkan perbedaan pendapat dan kepentingan, melainkan 
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 Hadist ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Kitab Al-Jihad wa al-Sir Bab 130-132 
dengan nomor hadist 2442. Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-
Maghiroh Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, h.516. 
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mecari solusi yang lebih baik untuk memecahkan permasalahn yang ada, 
supaya mencapai tujuan yang telah disamakan.  
Firman Allah telah menjelaskan bahwa seseorang yang menyebut 
dirinya pemimpin wajib melakukan bermusyawarah dengan orang-orang 
yang berpengetahuan tinggi atau orang yang berpandangan lebih baik. 
Dalam Q.S Asy Syura (42) ayat :38: 
         
    
Artinya: Dan bagi orang yang menerima (mamtuhi)seruan Tuhannya 
dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) 
dengan musyawarah antara mereka; dan menafkahkan 
sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. (Q. S 
Asy-Syura (42) : ayat 38. 
 
Dalam Fiqh Siyasah terdapat empat unsur yang harus di penuhi 
dalam Kepemimpinan Islam selain pada berpegangan teguh kepada Al-
Qur‟an dan As-Sunnah yaitu kedaulatan yang tinggi ada ditangan Allah 
SWT, prinsip keadilan, prinsip musyawarah, prinsip persamaan. Bagi setiap 
pemimpin dalam memimpin suatu masyarakat atau umat ialah Rasulullah 
SAW. Nabi Muhammad ialah pemimpin agama dan juga pemimpin suatu 
negara dengan sifat amanah, fatonah, tabligh, sidiq yang diteruskan oleh 
Khulafaur Ar-rasyidin sebagai generasi kepemimpinan umat Islam 
selanjutnya (khalifah). Ia dinamakan khalifah (pengganti wakil) karena ia 
bertugas mengganti atau mewakili peran Rasulullah SAW dalam memimpin 
umat manusia. Ia dapat dipanggil dengan sebutan Khilafah Rasulullah atau 
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biasanya dapat disebut dengan panggilan khilafah.
48
 Berikut sifat-sifat yang 
dimiliki nabi Muhammad sebagai pemimpin agama dan sebagai pemimpin 
negara: 
a. Shidiq (benar, jujur atau adil) 
Sifat shidiq mencakup pengertian yang luas. Jujur menjadi salah 
satu  kepribadian seorang muslim lahir dan batin, baik dari segi ucapan 
maupn perbuatannya. Setiap perkataan maupun tindakan seorang Nabi 
dan Rasul jujur dan benar-benar datang dari Allah. 
b. Amanah ( dapat dipercaya atau tidak berkhianat) 
Amanah berasal dari kata amuna yang artinya dapat dipercaya. 
Amanah juga dapat berarti aman dan titipan. Sejak kecil Rasulullah 
sudah memiliki sifat amanah bahakan beliau dijuluki dengan al-Amin 
yang artinya dapat dipercaya. Seperti firman Allah dalam Q.S Al-a‟raf 
ayat 68: 
                 
Artinya: “Aku menyampaikan amanat-amanat Tuhanku kepadamu dan 
aku hanyalah pemberi nasehat yang terpercaya bagimu” (QS. 
Al-A‟raf ayat 68).  
c. Tabligh (mengajak atau menyampaikan) 
Kata tabligh dapat dirunut dari akar kata ballagha-yubalighu-
tablighan, yang artinya menyampaikan ajaran-ajaran (Islam) yang 
diterima dari Allah untuk mengajak (dakwah kepada) orang supaya 
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 Imam Al-Mawardi, Op Cit., h. 36 
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mempedomani dan memperoleh kebahagiaan dunia akhirat.  Seperti 
firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 67.  
                       
                        
  
Artinya: Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari 
Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang 
diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-
Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. 
Sesungguhnya Allah tidak tidak memberi petunjuk kepada 
orang-orang yang kafir. 
 
d. Fathanah (pandai, cerdas dan bijak) 
Fathanah adalah sifat dimiliki Rasulullah Saw yang mendalami 
agama dan berwawasan luas, dan sikap yang bermoralitas. Sifat-sifat 
tersebut tampak dalam diri Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari 
beliau. Rasulullah Saw juga cerdas dalam menerima tugas dan amanah 
yang diberikan amanah kepadanya. 
49
 
Kesuksesan Nabi Muhammad sebagai seorang pemimpin umat 
memang telah dibekali kecerdasan oleh Allah SWT Kecerdasan itu tidak 
saja diperlukan untuk memahami dan menjelaskan wahyu Allah SWT, 
kecerdasan dibekalkan juga karena beliau mendapat kepercayaan Allah 
SWT untuk memimpin umat, karena agama Islam diturunkan untuk 
seluruh manusia dan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Oleh karena itu 
diperlukan pemimpin yang cerdas yang akan mampu memberi petunjuk, 
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 Abdul Qodir, Kaderisasi Kepemimpinan Agama Melalui Pondok Pesantren Al-
Munawwir Krapyak Yogyakarta. Jurnal Penelitian dan Evaluasi. No. 3 (2000). H. 147-151.  
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nasihat, bimbingan, pendapat dan pandangan bagi umatnya, dalam 
memahami firman - firman Allah. 
4. Peran Kepemimpinan Menurut Fiqh Siyasah 
Diantara kesempurnaan agama, Islam adalah agama yang paling 
sempurna. Islam mengatur seluruh aspek dikehidupan umat manusia, baik 
yang berhubungan dengan Allah (Habluminallah) maupun yang 
berhubungan dengan sesama manusia (Habluminannas). Kepemimpinan 
merupakan suatu amanah salah satunya kepemimpinan di pemerintahan, 
dalam meraihnya harus dengan cara yang benar, jujur, adil, dan baik. Tugas 
yang diamanatkan juga harus dilaksanakan dengan baik dan bijaksana, 
Karena menunjuk seorang pemimpin bukan berdasarkan dari golongan dan 
kekerabatan semata, tetapi lebih mengutamakan keahlian dan keaktifan. 
Kepemimpinan mempunyai arti kekuasaan.  
Kepemimpinan dimaknai sebagai kekuasaan Allah SWT, 
mengingatkan bahwa kekuasaan hakikatnya hanya milik Allah SWT. Allah 
lah yang memberi kekuasaan kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya, dan 
Allah juga yang akan mencabut kekuasaan dari siapapun jika dikehendaki-
Nya.  
Dalam kehidupan pentingnya seorang pemimpin yang efektif ada 
beberapa poin, salah satunya ialah seorang pemimpin harus ada dalam 
kehidupan yang teratur dan rapi, sesuatu keadilan harus ditegakan dan 
berwenang terhadap yang lemah dan menyesuaikan diri dengan perubahan 
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yang ada di sekitarnya serta memanfaatkan perubahan demi kepentingan 
organisasi dalam mengembangkan, melatih dan menjaga anggotanya.
50
 
Dalam Islam hampir semua Ulama menyepakati bahwa pemimpin 
adalah abdi masyarakat. Sebab, kepemimpinan sesungguhnya adalah suatu 
amanah (Titipan) yang setiap saat harus dipertanggung jawabkan dan 
diambil wewenangnya, amanah itu diperoleh dari Allah SWT lewat 
pemilihan yang dilakukan oleh Manusia, kecuali para Nabi dan Rosul yang 
langsung dipilih oleh Allah. Oleh karena itu dalam melaksanakan amanah, 
Manusia diharapkan senantiasa berbuat baik dan bertanggung jawab. Jika 
Manusia bisa menyadari bahwa kepemimpinan adalah amanah, maka 
mereka tidak akan berebut kekuasaan dengan temannya sendiri, atau 
memaksakan diri untuk menjadi pemimpin demi keuntungan materi semata. 
Seorang mu‟min ketika ia memegang kekuasaan perlu kesadaran 
yang sangat besar terhadap kepribadiannya. Ia harus bersikap rendah hati, 
tidak ada sikap keangkuhan dalam dirinya sedikitpun, dalam menjalankan 
kekuasaannya tidak boleh menyelewengkan kekuasaannya dalam bentuk 
apapun. Kepemimpinan sebenarnya bukanlah sesuatu yang menyenangkan, 
tetapi merupakan tanggung jawab sekaligus amanah yang amat berat dan 
harus diemban sebaik-baiknya. Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Qur‟an 
surat Al-Mu‟minun ayat 8-11 : 
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 Pres As-Suwaidan Thariq, Muhammad dan Faisal Umar Basyarahil, Melahirkan 
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                         
                      
       
Artinya: dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang 
dipikulnya) dan janjinya. dan orang-orang yang memelihara 
sembahyangnya. mereka Itulah orang-orang yang akan mewarisi, 
(yakni) yang akan mewarisi syurga Firdaus. mereka kekal di 
dalamnya. 
 
Pemimpin atau penguasa adalah pemeliharaan umat yang harus 
dengan jujur melaksanakan amanah dan tuntutan rakyatnya untuk 
menciptakan kesejahteraan di segala bidang. Ia akan mempertanggung 
jawabkan semua kebijakan yang diambil sewaktu di dunia yang menyangkut 
persoalan umat. Apabila dia adil, jujur, dan benar maka Allah akan 
senantiasa merahmatinya, tetapi jika dia dzalim dan menyelewengkan 
kekuasaannya, maka Allah akan melaknatnya, dan jika pemimpin itu sudah 
sesuai dengan yang dituliskan oleh Nabi maka kita wajib menaati segala 
apapun yang diperintahkannya. 
Menurut Imam Al-Mawardi, kewajiban yang harus dilakukan oleh 
seorang pemimpin adalah: 
a. Menjaga agama agar berada di atas pokok-pokoknya yang konstan dan 
sesuai pemahaman yang disepakati oleh generasi salaf umat Islam. Jika 
muncul pembuat bid‟ah atau orang sesat yang membuat syubhat tentang 
agama, ia menjelaskan hujjah kepadanya dan menindaknya sesui dengan 
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hak-hak dan hukum yang ada, sehingga agama terjaga dari kerancuan 
dan pemahaman yang salah. 
b. Menjalankan hukum kepada dua pihak yang bertikai, dan memutuskan 
permusuhan antara pihak yang berselisih, sehingga keadilan dapat 
dirasakan oleh semua orang. 
c. Menjaga keamanan masyarakat sehingga manusia dapat hidup tenang 
dan berpergian dengan aman tanpa takut mengalami penipuan dan 
ancaman atas diri dan hartanya. 
d. Menjalankan hukum had sehingga larangan-larangan Allah tidak ada 
yang melanggarnya dan menjaga hak-hak hamba-Nya agar tidak hilang 
dan binasa. 
e. Menjaga daerah-daerah dengan bentang yang kokoh, dan kekuatan yang 
tangguh sehingga musuh tidak mendapatkan celah untuk menerobos 
masuk guna untuk merusak kehormatan, atau menumpahkan darah 
orang muslim atau orang yang berdamai dengan orang muslim. 
f. Berjihad melawan pihak yang menentang Islam. 
g. Menarik fai dan memungut zakat sesuai ketentuan yang telah 
ditetapakan oleh syari‟at Islam secara jelas dalam nash dan ijtihad. 
h. Menentukan gaji dan apa saja yang diperlukan dalam baitul mall (kas 
Negara) tanpa berlebih-lebihan, kemudian mengeluarkan tepat pada 
waktunya, tidak mempercepat atau menunda pengeluarannya. 
i. Mengangkat pejabat-pejabat terpercaya dan mengangkat orang-orang 
yang kompeten untuk membantunya menjalankan amanah dan 
wewenang yang ia pegang dan mengatur harta yang berada di bawah 
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5. Kriteria Calon Pemimpin dalam Fiqh Siyasah 
Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, dalam menetapkan seorang 
pemimpin tidak ada ketentuan yang khusus. Dalam hal ini mengakibatkan 
banyak terjadinya perdebatan yang hebat serta perdebatan antar politik 
berdarah dalam sejarah Islam. Kepemimpinan dalam Islam tidak memiliki 
petunjuk yang khusus dan lengkap tentang khilafah. Hal ini mengisyaratkan 
bahwa masalah kepemimpinan merupakan persoalan budaya manusia yang 
akan berkembang terus menerus dari waktu ke waktu dan dari budaya satu 
ke budaya yang lain. Maka dari itu Al-Qur‟an tidak mencantumkan masalah 
khusus tentang kepemimpinan (khilaf).  
Menurut Imam Al-Mawardi Kriteria menjadi seorang pemimpin 
memiliki kelebihan apapun atas orang lain. Ada tujuh poin untuk menjadi 
acuan penting bagi seorang pemimpin yang akan mencolonkan dirinya 
senjadi seorang pemimpin yaitu: 
a. Adil yang memiliki syarat yang menyeluruh. Mempunyai ilmu 
pengetahuan yang tinggi.  
b. Memiliki pengetahuan yang membuatnya mampu berijtihad di dalam 
berbagai kasus dan hukum.  
c. Memiliki panca indera yang sehat dan lengkap, baik mata, telinga 
maupun mulut sehingga dapat menangai persoalan yang diketahuinya. 
d. Memiliki organ tubuh yang sehat dan terhindar dari cacat agar tidak 
terhalangi untuk bergerak cepat. 
                                                             
 51 Al-Mawardi, Al-Ahkam Sulthaniyyah; Sistem Pemerintahan Khilafah Islam,...,h.37-38. 
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e. Memiliki gagasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan 
mengurusi berbagai macam kepentingan.  
f. Mempunyai sifat keberanian dan kesatria yang membuatnya mampu 
melindungi negara. 
g. Mempunyai nasab dari suku Quraisy berdasarkan nas dan ijma‟.52 
Dalam hal ini al-Mawardi merujuk pada hadist yang diriwayatkan oleh 
Ahmad : 
ةُ  قَُريْش   ِمنْ  اْْلَئِمَّ  
 “ Para pemimpin adalah dari kalangan suku Quraisy”
53
 
Sementara menurut Imam Al-Ghazali, syarat-syarat menjadi 
pemimpin ada 10 (sepuluh), yaitu: 
a. Dewasa atau aqil baligh 
Seorang pemimpin harus mempunyai kecerdasan emosional dan 
sudah dewasa. Dengan kecerdasannya seorang pemimpin dapat 
membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.  
b. Otak yang sehat 
Memiliki akal yang sehat dan tidak cacat mental. 
c. Merdeka  
Yang dimaksud dengan merdeka yaitu seorang pemimpin harus 
merdeka dari segala hal, yang mampu berfikir, bertindak, berbuat, 
mengabdi dengan  masyarakat. 
d. Laki-Laki 
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Seperti halnya yang di jelaskan dalam Al-Qur‟an Surah An-Nisa 
Ayat 34: 
                      
                         
                  
                            
    
Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagu kaum wanita, oleh 
karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) 
atas sebahagian yang lain (wanita), dan mereka (laki-laki) 
telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka 
wanita yang shaleh, ialah yang taat kepada Allah telah 
memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khwatirkan 
nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka 
di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika 
mereka meaatimu, Maka jangnlah kamu mencari-cari jalan 
untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lahi 
Maha Besar. 
 
e. Keturunan Quraisy 
Disebut dalam sabda Nabi Muhammad SAW, “ Sesungguhnya 
pemimpin-pemimpin (umatku) itu (harus) dari suku Quraisy.” 
f. Memiliki pendengeran dan penglihatan yang sehat 
Calon pemimpin harus mempunyai kelengkapan sesuai fungsi 
panca indera. Jika calon pemimpin memiliki gangguan panca indera, 
maka hal itu akan menghalangi untuk menjabat sebagai pemimpin.  
g. Kekuasaan yang nyata  
h. Hidayah 
Memiliki daya fikir dan daya rancang yang kuat. 
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i. Memiliki ilmu pengetahuan 
Para ulama berpendapat bahwa “jabatan negara tidak dapat di 
sandang oleh seseorang yang ilmunya belum sedemikian tinggi” 
sehingga mampu  berijtihad dan memberikan fatwa dalam bidang 
syari‟at.  
j. Memiliki sifat wara’ (kehidupan yang bersih dengan kemampuan 
mengendalikan diri, tidak berbuat hal-hal yang terlarang dan tercela). 
6. Dasar Hukum Kepemimpinan 
Setelah wafatnya Rasulullah sejarah Islam telah membuktikan 
pentingnya masalah pemimpin. Allah telah memberitahukan kepada umat 
manusia, tentang pentingnya suatu peran pemimpin dalam islam. Nabi 
Muhammad SAW selain Rasululah, juga sebagai pemimpin pemerintahan 
dan pemimpin masyarakat. Persoalan pertama yang muncul setelah Nabi 
wafat yaitu mengenai suksesi. Setiap umat muslim perlu memahami dan 
menghayati mengenai persoalan pemimpin. Sebagaimana yang dijelaskan 
dalam Al-Qur‟an tentang kepemimpinan salah satunya yaitu: 
a. Q.S An-Nisa (4) Ayat :58.  
                       
                           
Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) 
apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu 
menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah adalah Maha 
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Menurut Imam At-Thabari dalam tafsirnya. Ayat ini ditunjukan 
kepada para pemimpin, pemegang kekuasaan untuk menjaga amanat 
yang telah diberikan kepada dirinya terutama hal yang berkaitan dengan 
rakyat maupun bawahannya serta berbuat adil dalam memberikan 
keputusan. Sedangakan menurut Imam Ar-Razi dalam tafsir Mafatih al-
Ghaib, amal perbuatan manusia dikategorikan menjadi tiga bagian: 
Pertama, yang berkaitan dengan urusan Tuhan. Dalam hal ini 
Allah memerintahkan agar seseorang memegang amanat berupa 
menjalankan perintah-perintahnya seta menjauhi larangan-Nya.  
Kedua, amanah yang berkaitan dengan orang lain seperti pinjam 
meminjam, tak mengurangi timbangan dalam berniaga begitu juga tak 
menyebarkan segala keburukan orang lain. Dalam hal ini masuk kepada 
kriteria keadilan dalam penguasa kepada rakyatnya dengan cara tak 
memberatkan kepada mereka. 
Ketiga, amanah terhadap manusia diri sendiri dengan cara 
memilih yang terbaik untuk dirinya di dunia dan akhirat serata tak 




Ada sebuah hadist yang diriwayatkan oleh syu‟bah dalam 
tafsirnya dari Hajjaj dari Ibn Juraij, dia berkata ayat ini turun pada 
Ustman bin Thalhah ketika peristiwa Fath Makkah, Setelah Rsulullah 
Saw mengambil kunci Ka‟bah darinya, beliau masuk ke ka‟bah 
bersamanya. Setelah keluar dari ka‟bah dan membaca ayat di atas, beliau 
memanggil Usman dan memberikan kunci ka‟bah dan membaca ayat di 
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atas, beliau memanggil Usman dan memberikan kunci dari ka‟bah 
kepadanya. Ketika Rasulullah SAW keluar dari ka‟bah dan membaca 
firman di atas, Umar bin Khatab berkata “sungguh saya tidak pernah 
mendengar beliau membaca ayat tersebut sebelumnya”. Dari kata-kata 
„Umar ini tampak bahwa ayat ini turun di dalam ka‟bah.
56
 Ayat ini 
merangkum dua kriteria penting yang harus dimiliki oleh seorang 
pemimpin yaitu anjuran untuk menunaikan amanah dan berlaku adil 
dalam segala urusan. Dalam ayat ini ketika memerintahkan menunaikan 
amanah, ditekankan bahwa dalam memerintahkan dan menetapkan 
hukum kepada pemiliknya harus menetapkan hukum dengan seadil-
adilnya. Ini berlaku untuk seluruh umat manusia secara keseluruhan. 
Dengan begitu baik amanah mapun keadilan harus di tunaikan dengan 
baik tanpa memandang suku, budaya dan keturunan.  
Salah satu bukti agama Islam merupakan ajaran yang kamil 
adalah Allah banyak menyebutkan tentang keharusan ada pemimpin baik 
secara implisit maupun eksplisit yang mengatur tentang kehidupan 
kemasyarakatan yang menjadi petunjuk (guidance) bagi pemimpin dalam 
membawa kehidupan umat membawa maslahah serta bahagia dunia 
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b. (Q.S An-nisa ayat 59).  
            
            
        
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah 
rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu 
berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia 
kepada Allah, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah 
dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) 
dan lebih baik akibatnya. 
  
Ayat ini menunjukan bahwa keta‟atan kepada ulil amri 
(pemimpin) harus adalam rangka (kerangka) ketaatan kepada Allah dan 
Rasul-Nya. Kata “al-amr” dalam ayat ini (yang diantara artinya: urusan, 
persoalan, masalah, perintah), menunjukan bahwa pemimpin itu tugas 
utama dan kesibukan sehari-harinya antara lain mengurus persoalan-
persoalan rakyatnya. Pemimpin merupakan cerminan masyarakat yang 
dipimpinnya serta ia selalu dekat dan bersama dengan rakyatnya dalam 
suka maupun duka. Rasulullah SAW sangat menganjurkan kepada 
umatnya untuk taat kepada pemimpin serta beliau mengancam bagi siapa 
saja yang tidak taat dan patuh kepada pemimpin. Rasulullah SAW 
bersabda yang artinya: Abu Hurairah r.a berkata bahwa Rasulullah 
SAW. Bersabda, “barang siapa yang taat kepadaku, niscaya ia taat 
kepada Allah. Dan barang siapa durhaka kepadaku, niscaya ia durhaka 
terhadapku. Barang siapa yang taat kepada pemimpin, niscaya ia telah 
taat kepadaku. Dan barang siapa durhaka kepada pemimpin, niscaya ia 
durhaka kepadaku” (HR, Bukhari). 
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7. Pendapat Ulama Tentang Kepemimpinan 
Mengenai hukum keberadaan pemimpin dalam Islam dapat dilihat 
dari penyampaian beberapa ulama dan pemikirannya, diantaranya: 
a. Imam Al-Ghazali 
Penulis kitab Ihya’Ulumuddin ini bernama asli Abu Hamid 
Muhammad bin Muhammad al-Ghazali ath-Thusi Asy-Syafi‟i. 
Mengemukakan dalam hal penentuan syarat untuk menjadi seorang 
pemimpin negara, mengajukan sepuluh syarat yang harus dipenuhi: 
haruslah seorang laki-laki, sehat pendengaran dan penglihatan, merdeka, 
sehat, punya kekuasaan nyata, memiliki kemampuan, wara’, berilmu dan 
haruslah bersuku Quraiysh.  
b. Imam Ibnu Khaldun 
Mengatakan bahwa seorang pemimpin negara haruslah memenuhi 
lima syarat: peratama, berilmu pengetahuan, dengan ilmu pengetahuan 
menurutnya dapat melaksanakan hukum-hukum Allah dan sanggup 
membuat keputusan jalan ijtihad. Kedua, al-Kifayah, yakni 
melaksanakan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh undang-undang. 
Ketiga, berlaku adil. Hal ini diperlukan karena imamah adalah suatu 
kelembagaan keagamaan yang mengawasi lembaga lainnya yang 
pelaksanaannya membutuhkan keadilan. Keempat, sehat panca indera, 
dan Kelima, keturunan Quraisy. 
c. Ibnu Taimiyah 
Menurut Ibnu Taimiyah, bahwa orang yang pantas menjadi 
pemimpin adalah seorang yang mempunya kualifikasi kekuatan dan 
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Intregitas. Hal ini didasarkan atas petunjuk Al-Qur‟an surat Al-Qashash 
ayat  26,  
                       
       
Artinya: salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku 
ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena 
Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk 
bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat 
dipercaya". 
 
Maksud dari ayat tersebut mengatakan bahwa orang yang terbaik 
untuk bekerja adalah orang yang kuat lagi dipercaya (amanah). Dalam 
hal syarat menjadi seorang pemimpin, Ibnu Taimiyah tidak mensyaratkan 
harus dari suku Quraiys. Hal ini menurutnya bahwa pernyataan itu adalah 
masalah yang diperselisihkan oleh kalangan ulama, maka syarat itu tidak 
mungkin ditetapkan. Bahkan menurutnya, pendapat harus dari suku 
Quraiys adalah pendapat yang bertentangan dengan konsep persamaan 
yang digagas oleh Al-Qur‟an dalam surat al-Hujurat ayat 13 yang 
berbunyi : 
                          
                         
Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari 
seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu 
berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal 
mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara 
kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. 




Jadi meskipun pendapat itu bertentangan dengan hadist, akad 
tetapi tidak bertentangan dengan nash Al-Qur‟an sendiri.  
d. Muhammad Abu Zahrah 
Menurut Imam Abu Zahrah terciptanya kekhalifahan yang 
bersifat kenabian dan tidak berubah menjadi kerajaan turun-temurun. 
Jumhur ulama menurutnya bersepakat menetapkan empat syarat bagi 
seseorang  yang akan diangkat menjadi imam yaitu : 
1)  Seorang pemimpin haruslah berasal dari suku Quraysh.  
2) Adanya bay’ah dari al ahl al-Hall wa - Aqd’ (wakil rakyat). 
3) Musyawarah, proses pemilihan khalifah haruslah dengan jalan 
musyawarah.  
4) Keadilan, syarat keadilan juga harus ditepati pada pribadi seorang 
imam, tidak memprioritaskan keluarganya, tidak mengangkat 
seseorang karena hawa nafsu, tidak mengutamakan orang yang 
disenangi, dan tidak menyingkirkan orang yang dibenci. 
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B. Tinjauan Pustaka 
Setelah peneliti melakukan telaah terhadap beberapa penelitian, ada 
beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu 
menemukan penelitian dari Ainal Yakin yang berjudul “Kepemimpinan Adat 
Semende Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Uludanau Kecamatan Sindang 
Danau Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)”. Tujuan dari penelitian ini 
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adalah untuk mengetahui Kepemimpinan adat Semende di masyarakat adat di 
Desa Uludanau dan pandangan Fiqh Siyasah terhadap kepemimpinan adat 
semende di Desa Uludanau. Penelitian yang di ambil dari skripsi ini yaitu 
penelitian lapangan. Adapun metode yang digunakan yaitu metode 
menganalisis data. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kepemimpinan adat 
Semende yang berlaku di Desa Uludanau yaitu terdapat dua kepemimpinan 
yakni ketua adat yang dipilih melalui musyawarah dan mufakat dengan asas 
demokrasi di mana masyarakat boleh mencalonkan sebagai ketua adat dengan 
syarat pertama beraga Islam, Kedua, mengerti tentang adat istiadat, dan ketiga 
tidak pernah melanggar adat. Yang kedua yaitu kepemimpinan adat Tunggu 
Tubang merupakan kepemimpinan di dalam suatu lembaga keluarga dengan 
pimpinan tertinggi disebut Meraje. Meraje disini tidak dipilih melainkan secara 
otomatis setiap adik atau kakak laki-laki tertua dari jalur ibu disebut Meraje. 
Dalam Fiqh Siyasah terdapat persamaan dan perbedaan terhadap 
kepemimpinan adat semende yang berlaku di desa Uludanau yang mana dalam 
Fiqh Siyasah seorang calon pemimpin bisa langsung mencalonkan diri 
sedangakan adalam adat  Tungu Tubang seorang pemimpinnya berdasarkan 
garis keturunan. Berdasarkan uraian di atas, menurut peneliti ada sedikit  
perbedaan. Peneliti lebih fokus membahas tentang peran Meraje dalam sistem 
adat semende di mana kepemimpinan adat semende di desa pagar Agung masih 
menjunjung tinggi seorang Meraje. Sedangkan dalam skripsi Ainal Yaqin yang 
berjudul Kepemimpinan Adat Semende Perspektif Fiqh Siyasah (Study Desa 
Uludanau Selatan) lebih berfokus terhadap kepemimpinan adat Semende yang 
mana terdapat dua mekanisme pengangkatan pimpinan adatnya yang dipilih 
melalui asas demokrasi di mana setiap masyarakat boleh mencalonkan sebagai 
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ketua adat. Sementara peneliti lebih berfokus terhadap peran yang dimainkan 
oleh Meraje yang mana seorang Meraje sistem pengangkatannya melalui jalur 
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